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ABSTRAK 

Berkembangnya teknologi tak selalu digunakan dengan baik. Banyak oknum yang 

menyalahgunakan transportasi online, seperti menipu pengemudi dengan memesan orderan fiktif 

dan yang lebih parahnya pengemudi dimanfaatkan sebagai kurir narkotika. Kurir narkotika adalah 

orang yang menjadi perantara antarpenjual dan pembeli narkotika, walaupun tidak 

mengkonsuminya namun tetap dapat dikenakan sanksi pidana karena sebagai perantara penjual 

dan pembeli narkotika. 

Orang/ojek online yang diminta mengantar paket yang tanpa sepengetahuannya itu berisi 

narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) tidak dimasukkan sebagai perbuatan yang bisa dijerat 

pidana. Ketiadaan maksud jahat serta adanya penyuruh menjadi alibinya. Kejelian penyidik juga 

tetap dituntut dan melihat Pasal 55 dan 56 KUHP. Rumusan mengenai unsur-unsur penyertaan 

yang terdapat pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatas, secara kajian akademik perlu diketahui, 

karena apa yang diatur didalam pasal-pasal mengenai peredaran gelap dengan memakai perantara 

seperti dalam Pasal 113-115 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 

merupakan bentuk-bentuk penyertaan apabila dilakukan oleh minimal dua orang, dan dalam 

penerapan Pasal perlu dicantumkan secara jodidalam sebuah dakwaan karena untuk menjelaskan 

unsurnya penyertannya. 
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PENDAHULUAN 

Pada  era  sembilan  puluhan, pemakaian  narkotika  dan sasaran  pasar narkotikasudah 

masuk segala lapisan, baik kalangan atas,kalangan menengah maupun  kalangan  bawah  

sekalipun.  Dari sudut usia, narkotika sudah tidak hanya dinikmati golongan remaja, tetapi juga 

golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Jika  dilihat  dari  kalangan  

pengguna,nakotikatidak  hanya dinikmati   kalangan   tertentu   saja,akan   tetapi   sudah   

memasukiberbagai profesi, macam-macam profesi tersebut misalnyaseperti managerperusahaan, 

pengusaha, dokter, pengacara, dan sebagainya.Yang lebih menyedihkan lagi, sudah menjalar di 

kalangan birokrat dan penegak hukum.
1
  

Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, 

mulai lapisan masyarakat mampusampai masyarakat menengah ke bawah. Dari segi usia, 

narkotika tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun 

golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk 

kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.
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Narkotika adalah  zat  yang  dapat  menimbulkan  pengaruh  tertentu bagi  mereka  yang  

menggunakan  dengan  cara  memasukan  obat  tersebut dalam  tubuhnya,  pengaruh  tersebut  

merupakan  pembiasan,  hilangnya rasa  sakit  rangsangan,  semangat,  dan  halusinasi.
3
 

Berbisnis narkotika tidak lagi milik kalangan tertentu saja,tetapi telah menjadi pilihan 

banyak orang yang terdesak dalam keadaan ekonomi, mereka yang mempunyai golongan ekonomi 

lemah berada pada pilihan yang sulit untuk menolak tawaran menjual dan menjajakan barang 

terlarang dengan imbalan yangmenggiurkan.Bagi kalangan tidak punya yang terjerumus dalam 

bisnis narkotika ini, dapat diduga akan meningkatkan tindak kriminal, karena mereka bersedia 

melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya.Dengan demikian masalah narkotika semakin 

menjadi ancaman nasionaldilihat dari perspektifpenghancuran sebuah generasi. 

 

PEMBAHASAN 

Ojek online adalah alat transportasi atau angkutan umum darat yang hanya dapat diakses 

dengan internet. Beda dengan ojek pangkalan seperti biasa, ojek online ini berbasis aplikasi, harus 

menggunakan aplikasi yang terhubung dengan internet apabila kita ingin memesan layanan jasa 

ojek online tersebut. Ojek online memiliki sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. 

Sekitar 200.000 pengendara ojek online yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia, untuk 

menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan atau 

menghantarkan barang. Ojek onlineyang semakin populer telah banyak berperan dalam 

transportasi di ibukota dan daerah saat ini. Sebutanojek onlinesemakin hari semakin popular. 

Ojek online yang sedang marak dimasyarakat saat ini karena dianggap mempermudah 

aktifitas mereka. Namun, dibalik fenomenatersebut pasti terdapat pula dampak positif dan negatif 

terhadap keberadaan ojek onlinedi Indonesia. Seperti dampak positif nya yaitu: 

1) Mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktifitas dengan menggunakan ojek online. 

Hanya dengan memesan ojek lewat aplikasi maka ojek akan datang menjeput ditempat kita 

berada dan mengantarkan sesuai tempat tujuan, jadi kita tidak perlu capek lagi mencari 

kendaraan umum. 
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2) Terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat luas. Setelah dibukanya ojek onlinedi 

Indonesia, banyak masyarakat yang tertarik akan pekerjaan menjadi ojek online. Terlebih, 

banyaknya bonus yang ditawarkan oleh pihak perusahaan ojek onlineyang pendapatannya 

bahkan bisa melebihi karyawan di perusahaan biasa.
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Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan 

narkotika, sedangkan secara luas pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi 

kepada penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, 

serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.
5
 

Orang/ojek online yang diminta mengantar paket yang tanpa sepengetahuannya itu berisi 

narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) tidak dimasukkan sebagai perbuatan yang bisa dijerat 

pidana. Ketiadaan maksud jahat serta adanya penyuruh menjadi alibinya. 

Mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” 

jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) 

kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang 

tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau 

peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.
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Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, 

sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, 

daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk 

melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya 

atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang 

itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).
7
 tindak pidana (Pasal 56 KUHP), maka 

harus dibuktikan ada unsur “sengaja” pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana. 

Dengan perkembangan teknologi tersebut, peredaran narkotika melaku pengemudi ojek 

online menjadi modus operandi barunarkotika dikarenakan cepatnya waktu pengiriman dan tidak 

dicurigai aparat penegak hukum.
8
 Pengemudi  ojekonlineyang tidak    mengetahui  hal  tersebut  

akan  dijadikan  korban  untuk mengirim  narkotika  tersebut,  namun  ada  pula  ojekonline  yang 

sengaja mau  dijadikan  sebagaikurir  narkotika.  Kurir  narkotika merupakan pengantar narkotika 

dari penjual ke pembeli narkotika dan diberikan upah. 

Pengemudi transportasi onlinedalam mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dilihat 

dari kesalahan yang diperbuat, apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atauperbuatan 

karena kelalaiannya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap 

pidana yang dilakukannya. Sudarto mengatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila 

orang itu telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun harus dilihat orang yang 

melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.
9
 Pertanggungjawaban pidana 

dalam bahasa asing disebut sebagai “toereken-baarheid”, “criminal responsibility”, “criminal 

liability”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang 
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tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan 

itu.
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Pengemudi transportasi online yang tidak sengaja melakukan pengiriman barang narkotika 

juga dapat dijerat dengan Pasal 132 ayat (1) jo.Pasal 114 Undang-Undang Narkotika mengenai 

percobaan atau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.Ketidaksengajaan 

tersebut untuk dipidana atau tidaknya kembali lagi kepada putusan hakim yang memutus perkara 

tersebut, karena pengemudi transportasi tersebut adalah orang yang diperintah oleh penjual 

narkotika tetapi tanpa sepengetahuan pengemudi tersebut bahwa barang yangdiantatkan adalah 

narkotika, tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat bukti yang sah dalam 

persidangan.
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Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari alat bukti keterangan 

saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa.Selain alat bukti tersebut 

juga terdapat alat bukti yang sah di dalam persidangan dengan adanya perkembangan teknologi 

yaitu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
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Pengemudi ojek online dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dapat dengan 

menunjukkan bukti pesan singkat onlineatau yang disebut chatting. Dalam chatting tersebut 

apabila terdapat suatu percakapan yang dapat menguatkan bahwa ia tidak mengetahui barang yang 

diantarkan adalah narkotika dan pemesan menjelasakan barang yang berbeda maka selanjutnya 

dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.
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PENUTUP 

Perbuatan ojek online yang mengantarkan narkotika dari penjual ke pembeli dapat disebut 

sebagai perantara atau kurir narkotika. Perbuatan ojek online tersebut merupakan perbuatan 

“pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu 

tempat ke tempat lain dengan cara, modal  atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 Undang-

Undang Narkotika). Pengemudi transportasi online yang dengan sengaja melakukan pengiriman 

narkotika dari penjual ke pembeli narkotika, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang 

diantar merupakan narkotika dan mendapatkan upah dari penjual karena telah mengantarkan 

narkotika maka dapat dijerat Pasal 114 Undang-Undang Narkotika sebagai perantara dalam jual 

beli narkotika.  

Ketidaksengajaan tersebut untuk dipidana atau tidaknya kembali lagi kepada putusan hakim 

yang memutus perkara tersebut, karena pengemudi transportasi tersebut adalah orang yang 

diperintah oleh penjual narkotika tetapi tanp sepengetahuan pengemudi tersebut bahwa barang 

yangdiantatkan adalah narkotika, tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat 

bukti yang sah dalam persidangan. 
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